
PROVINS! JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NO MOR 26 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Menirnbang a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan 

Mengingat 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2005- 2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun 
kecmpat Rencana Jangka Mencngah Daerah Tahun 20 13-
2018 di Tahun 2017, serta untuk menjarnin konsistensi 
perencanaan pembangunan yang dilak sana ka n melalui 
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perlu 
disusun Rencana Kerja Pemerin tah Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 201 7; 

b. bahwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagaima na dimaksud 
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabu paten Temanggung 
Tahun 2017; 

1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Nomor 13 
Daerah-daerah 

Tahun 1950 
Kabu pa te n 

Lingkungan Propinsi .Jawa Te ngah; 

tentang 
dalam 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

lentang 
Republik 

Lembaran 

4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pcmerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan _Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 len lang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



., 

Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn.or 4593); 9. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor· 41 Tahun · 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pcmbangunan Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menja di 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ternanggung Tahun 2008 
Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tah un 2005-2025 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 
Nomor 10); 

13. Peraturan Daerah Kabupatcn Temanggung Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 
2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daera h 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor l Tamba ha n 
Lembaran Daerah Kabupaten Tcmanggung Nomor l); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tahun 2012 ten Lang Pengclolaan Kcuangan Daernh 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 26 Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupalcn 
Temanggung Nomor 23); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun 2013-2018 
(Lembaran Daerah Kabupalen Tcmanggung Tahun 2014 
Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen 
Temanggung Nomor 44); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 
2017 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin· pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. ·· 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
4 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

semua unsur Perangkat Daerah. 
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

6 . Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 
..__ untuk mencapai tujuan. 

7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah un Luk mencapai 
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh a lokas i anggaran atau 
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bada n Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

8. lndikator kinerja adalah alat u kur untuk men ilai keberhasilan 
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 
(1) RKPD Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk m ember ikan arah 

dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluru h sumber daya 
yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 
daerah serta sebagai tindak lanjut dari perencan aan SKPD tahun 
2017. 

(2) RKPD Tahun 2017 disusun dengan tujuan untu k dapa t digunakan 
sebagai pedoman dalam pela ksanaan dan penyelenggaraan 
pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan 
Rancangan Anggaran Pend a pa tan dan Belanja Daerah Tahun 2017. 

BAB III 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN, INDIKATOR KINE RJA, DAN KERANGKA PENDANAAN 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan, program dan 
kegiatan pembangunan, clan indikator kinerja beser ta kerangka 
pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan cvaluasi 
pelaksanaan RKPD Tahun 2015 beserta capaian kinerjanya yang 
tertuang dalam Lampiran RKPD yang merupakan bagian yang tidal{ 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta.."lggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal Mei 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

BAMBANG AROCHMAN 

, Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal Mei 2016 

M.BAMBANGSUKARNSA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 


